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BAB 3 

TINJAUAN  TENTANG POLITIK ISLAM 

 

3.1 Pengertian Politik Islam 

Selama berabad-abad tidak ada disiplin yang diakui yang dinamakan ilmu 

politik.Tetapi tidak berarti bahwa orang tidak memikirkan atau memutus tentang apa 

yang mereka pandang sebagai politik. Pada akhir abad 19 usaha pertama telah 

dilakukan untuk merumuskan suatu lapangan tersendiri yang dinamakan ilmu politik 

dan untuk membedakannya dari disiplin lainnya.Seperti yang dikatakan oleh Somit 

dan Tannenhaus dalam tulisan mereka tentang sejarah perkembangan ilmu 

politik.Pada tahun-tahun permulaan abad 20 disiplin ini telah diberi legitimasi yang 

lebih besar dengan terbentuknya perkumpulan ilmu politik Amerika.
35

 

 Perkataan politik telah mengalami pasang surut dalam  kehidupan bernegara 

ditanah air kita, malah sebelum kita bernegara diabad ke 20 ini, yaitu ketika Belanda 

masih mencengkram kukunya di Indonesia, istilah politik sudah menimbulkan 

pengertian yang beragam bagi pihak-pihak yang mempergunakan atau 

memperkatakannya. Bagi seorang ahli atau peserta pergerakan kebangsaan ini 

umpamanya.Politik dianggap sebagai semacam kelezatan, dan ahli-ahli pun semua 

mengharapkan agar siapapun yang menyebutkan dirinya bangsa Indonesia turut terjun 

dalam kancah perjuangan politik itu.Sehingga para pemimpin-pemimpin perjuangan 

mengatakan jangan takut berpolitik, jangan buta politik, jangan berdiam diri dengan 

keadaan politik yang dihadapi.
36

 

Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan politik (leftwich 1984; Hay 

2002).Yang pertama menentukan bidang penyelidikan dengan merujuk pada arena 

atau himpunan institusi tertentu. Pendekatan kedua untuk mendefinisikan politik 

sebagai suatu proses sosial yang dapat diobservasi dalam berbagai setting. Politik itu 

lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
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pemerintah; ia adalah tentang, pembagian kekuasaan yang tak seimbang dalam 

masyarakat, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan.
37

 

 Husain Munaf dalam ensiklopedi Indonesia menjelaskan bahwa perkataan 

politik dikenal dalam bahasa Latin sebagai Politica, dalam bahasa Yunani Politikus, 

dalam bahasa Belanda Politiek, dalam bahasa Perancis sebagai Politique, dan dalam 

bahasa Inggris sebagai Politics dan dalam bahasa Arab sebagai siyasah.
38

 Politik 

adalah mempelajari asal mula, bentuk, proses Negara dan pemerintahan. Ilmu politik 

adalah ilmu yang mempelajari Negara , tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang 

akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dengan warga 

negaranya serta dengan Negara-negara lain.
39

 

Definsi ilmu politik dari beberapa pakar, yaitu :
40

 

1. Menurut Roger H. Soltau (1950) ilmu politik adalah tentang Negara, maksud dan 

tujuan Negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara 

Negara dengan warganegaranya, serta hubungan antara negara, dan juga apa 

yang dipikirkan warganya.  

2. Menurut Robert A.Dahl (1978) ilmu politik adalah tentang siasat, atau lebih pula 

disebutkan sebagai hal ini sebagai pelajaran terperinci dari berbagai cara, yaitu 

usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan 

yang kacau dalam pengertian yang lebih luas dan lebih umum hubungannya. 

3. Menurut Johan K. Bluntschli (1933) ilmu politik adalah ilmu yang 

memperhatikan maslalah kenegaraan, yaitu yang berusaha keras untuk mengerti 

dalam paham kondisi situasi Negara, yang bersifat penting dalam berbagai 

bentuk manifestasi pembangunan. 

4. Menurut Raymond G. Gettel (1933) ilmu politik adalah ilmu yang membahas 

Negara, hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling 
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ujung sekalipun disentuh hukum, hubungan antar perorangan, ataupun kelompok 

orang-orang dengan negaranya, serta hubungan Negara dengan Negara. 

Perbedaan ilmu politik dan politik itu sendiri adalah ilmu politik adalah ilmu 

pengetahuan tentang kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dan 

masyarakat. Sedangkan politik adalah Secara  literal, Politik di dalam bahasa Arab di 

kenal dengan istilah siyasah. Oleh karena itu, di dalam buku-buku ulama salaf atau 

ulama klasik di kenal istilah siyasah syar’iyyah.Di dalam kitab Al Muhith dijelaskan 

bahwa siyasah berakar kata sasa-yasusu.Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha 

siyasatani berarti Qama ‘alaiha wa radlaha wa addawabbaha yang mempunyai arti 

mengurusinya, melatihnya, mengasuhnya dan mendidiknya. Bila dikatakansasa al 

amra  itu sama artinya dengan dabbarahu (mengurusi atau mengatur perkara).
41

 

Secara umum, politik mempunyai dua arti, yaitu poitik dalam arti kepentingan 

umum dan politik dalam arti kebijaksanaan. Politik dalam arti kepentingan umum 

adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan, politik dalam arti kebijakan adalah penggunaan 

pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan 

keinginan atau cita-cita yang di kehendaki. Kebijakan merupakan cara pelaksanaan 

asas, jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya.  Kepentingan umum dan kebijakan 

merupakan hubungan yang erat dan timbal balik. 

 Dalam memahami politik Islam tidak luput dari kata-kata bahasa politik Islam 

karena kata-kata tersebut mengandung konotasi yang berhubungan dengan nilai 

Islam.Bahasa politik Islam mempunyai dua fungsi, yaitu penafsiran terhadap nilai-

nilai Islam dan pengarahan terhadap cita-cita sosial Islam.Dalam hal ini, terdapat 

hubungan antara doktrin dan konsepsi.Bahasa politik berfungsi sebagai instrumen 

untuk merumuskan konsepsi yang merupakan terjemahan dari doktrin.Perpaduan 

antara cita-cita dan doktrin-doktrin tersebut dipahami secara komprehensif sebagai 

suatu keseluruhan. 

Kalau kata politik dikaitkan dengan Islam maka politik Islam ialah aktivitas 

politik sebagian umat Islam yang menjadikan Umat Islam sebagai acuan nilai dan 

basis solidaritas berkelompok. Pendukung berpolitikan Islam ini belum tentu seluruh 
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umat Islam (pemeluk agama Islam), karenanya maka dalam kategori politik dapat 

disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme kegamaan 

dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keIslaman 

dalam peraturan dasar organiasi, khittah perjuangan,serta wacana politik.  

Perbincangan seputar politik dalam Islam masih terasa aktual, karena sampai 

sekarang belum ada ketentuan yang pasti bagaimana Islam memandang politik atau 

sebaliknya.Dalam aspek politik perlu dicatat bahwa semasa Nabi, beliau telah 

mendirikan tatanan sosial politik Islam di Madinah.Namun, setelah lebih dari tiga abad 

kemudian, para pemikir hukum baru merumuskan teori politik mereka secara lebih 

sistematis.Diantara mereka yang cukup popular adalah al-Mawardi dan al-

Ghazali.Pada umumnya, kepada kedua ulama Sunni itulah yang mengkontruksikan 

pandangan politiknya. Menurut Al-Mawardi konsep politik Islam didasarkan atas 

adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan,karena ia dibangun sebagai 

pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Menurutnya, Allah 

mengangkat untuk umat-Nya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) Nabi 

untuk mengamankan agama disertai mandat politik. Dengan demikian, seorang imam 

di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik.
42

 

Al-Ghazali sependapat dengan al-Mawardi bahwa mendirikan imamah adalah 

wajib.Pemikiran al-Ghazali tentang hal ini dapat dilihat dalam karyanya Al-Iqtishad fi 

al-I’tiqad (sikap lurus dalam I‟tiqad). Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama 

dan kekuasaan politik, dengan ungkapan :
43

 

“sultan (disini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban 

dunia; ketertiban  dunia wajib bagi ketertiban agama; ketertiban agama 

wajib bagi keberhasilan diakhirat. Inilah tujuan sebenarnya para 

Rasul.Jadi,wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak 

ada jalan untuk meninggalkannya”. 

Apa yang diungkapkan oleh al-Ghazali ini sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan apa yang dikemukakan oleh al-Mawardi tersebut,tentang bentuk pemerintahan, 
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kewajiban mendirikan suatu pemerintahan, dan mengangkat imam yang berfungsi 

untuk mengurusi peroalan agama dan dunia.  

Sangat beragam pendapat para pengkaji politik Islam tentang pandangan 

agama Islam terhadap konsepsi dasar dari teori politiknya.Mengingat sejarah politik 

Islam juga banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak Nabi Muhammad melakukan 

dakwah untuk pertama kalinya, sudah menjadi inspirasi bagi kaum Muslimin 

dibelahan dunia dalam melihat pola dan sistem yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 

saw, dalam menggagas politik yang Islami. 

Menurut Azyumardi Azra, ada dua pandangan besar tentang hubungan Islam 

dan politik. Pertama, melihat politik sebagai bagian integral dari agama.Dalam hal ini, 

Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan siyasah (politik).Muslim yang 

meyakini pandangan ini berpendapat, umat Islam harus terlibat dalam politik praksis, 

menegakkan sistem politik Islam, bahkan Negara Islam.Kedua, pendapat bahwa 

politik memang bagian dari agama (Islam), tetapi antara keduanya ada perbedaan 

karakter yang sangat esensial.Islam bersifat ilahiah, berasal dari wahyu, sakral dan 

suci. Sedangkan politik berkenaan dengan kehidupan profan,  kehidupan duniawi yang 

kadang-kadang melibatkan trik-trik yang manipulatif. Lebih lanjut, Azyumardi Azra 

mengingatkan kepada para ulama untuk sebaiknya tidak terlibat dalam wilayah politik, 

integritas keulamaan serta muru’ah-nya harus dijaga jika tidak ingin kehilangan harga 

dirinya sebagai ulama.
44

 

3.2  Tujuan dan Landasan Politik Islam 

Menurut Munawir Sadzalli, di dalam al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang 

mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan 

bernegara. Di antara ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di muka 

bumi, berikut prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan 

kemasyarakatan seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konstitusi, ketaatan kepada 

pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.
45
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                         

                          

                  

25.  Sesungguhnya kami Telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-

bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca 

(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi 

yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, 

(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang 

menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.46 

Dalam ayat ini besi dijadikan sebagai lambang kekuasaan politik.Ayat tersebut 

juga menjelaskan bahwa misi para Rasul adalah menciptakan kondisi yang didalamnya 

masa rakyat akan dapat dijamin keadilan sosialnya sejalan dengan norma-norma yang 

telah dicanangkan al-Qur‟an yang memberikan perintah-perintah yang jelas untuk 

menmcapai kehidupan yang benar-benar berdisiplin.  

                        

                       

          

110.  Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 

sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka 

ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
47
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Ayat al-Qur‟an  berbicara mengenai keadilan yaitu : 

                         

                            

                          

135. wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

beriman, penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu 

sendiri, atau  bapak, kaum kerabat. Jika kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya.Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan 

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan.48 

                       

                           

       

8. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi manusia yang lurus 

karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap satu 

kaum menyebabkan kamu tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa dan bertakwlaah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat 

mengetahui yang kamu lakukan.49 

Prinsip keadilan dalam Islam, harus selalu dikaitkan dengan fungsi kekuasaan, 

yakni kewajiban menerapkan kekuasaan Negara dengan adil, jujur, dan 

bijaksana.Kewajiban menyelenggarakan Negara untuk mewujudkan suatu tujuan 

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhoan Allah. 
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                       

                

41.  (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi 

niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat 

ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali 

segala urusan.50 

Agaknya telah menjadi jelas bagi siapapun yang merenungkan ayat-ayat ini 

bahwa tujuan Negara yang dikonsepkan oleh al-Qur‟an tidaklah negatif, tetapi 

positif.Tujuan Negara tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras untuk 

melindungi kebebasan mereka dan melindungi seluruh bangsanya dari invasi 

asing.Negara ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang 

berkeseimbangan yang telah diketengahkan Allah dalam kitab suci al-Qur‟an. Untuk 

tujuan ini, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan itu dan bilamana 

diperlukan, semua sarana propaganda dan persuasi damai akan digunakan, pendidikan 

moral rakyat juga akan dilaksanakan, dan pengaruh sosial maupun pendapat umum 

akan dijinakkan. 

Tujuan dibentuknya Negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga 

Negara, bukan warga individu.
51

Dengan kesejahteraan semua masyarakat, maka 

kesejahteraan individu tercapai dengan sendirinya. Tujuan Negara yang lainnya adalah 

bagaimana Negara bisa memanusiakan manusia, dan tujuan Negara sama dengan 

tujuan hidup manusia yaitu agar mencapai kebahagiaan. 

Tujuan Negara dan kewajiban kepala Negara dapat disimpulkan bahwa dalam 

menjalin hubungan antara penguasan dan rakyatnya, kesetiaan tidak diberikan kepada 

“orang” tetapi kepada suatu cita-cita (konsep) yang dikristalkan oleh syariat.Inti 

pemikiran kenegaraan berkisar pada pandangan bahwa syariat adalah kekuasaan 

tertinggi dalam sebuah Negara. Oleh karena itu seluruh tujuan yang hendak dicapai 
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Negara dan tugas apa yang menjadi kewajiban kepala Negara atau imam, ditentukan 

oleh ideal-ideal yang dibawakan oleh syariat. 
52

 

Tugas lain dari Negara adalah menegakkan keadilan melalui badan peradilan, 

yang dalam ilmu politik disebut arbitrator. Oleh karena itu, merupakan tugas kepala 

Negara untuk merekrut orang yang cerdas dan potensial sebagai pembantunya, 

sebaliknya menjauhkan orang-orang bodoh dan zalim dari pemerintahannya.Tujuan 

merujuk pada sebuah ideal yang harus dijelmakan oleh Negara, dengan menggunakan 

organisasi pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan. Tujuan daripada Negara-

negara yang berbeda  berdasarkan filosofi,situasi-kondisi, dan sejarah dari masing-

masing Negara yang terbentuk itu. 

Tujuan Negara adalah Negara itu sendiri. Kata Hegel, Negara adalah person 

yang mempunyai kemampuan sendiri dalam mengejar pelaksanaan umum, ia 

memelihara dan menyempurnakan diri sendiri. Maka kewajiban tertinggi manusia 

adalah menjadi warga Negara sesuai dengan  undang-undang. Augustinus menyatakan 

bahwa tujuan Negara adalah dihubungkan dengan cita-cita manusia hidup di alam 

kekal yaitu sesuai yang diinginkan Tuhan.
53

 

Menurut Immanuel Kant, tujuan Negara adalah membentuk dan 

mempertahankan hukum. Atau juga disebut sebagai tujuan dari Negara hukum, yang 

hendak menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam 

masyarakat.Jaminan itu meliputi kebebasan daripada warga negaranya yang berarti 

tidak boleh ada paksaaan daripada pihak penguasa agar warga negaranya tunduk pada 

undang-undang yang belum di setujuinya.
54

 

Secara garis besar,  tujuan Negara menjadi 7 macam, yaitu :
55

 

1. mencapai kekuasaan politik, maksudnya Negara identik dengan penguasa. Karena 

itu, tujuan Negara ialah membangun kekuasaan secara efektif. Penguasa 
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(pemerintah) menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kepentingannya. Setiap 

kekuasaan berkehendak  untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan, 

setelah kekuasaan kuat (langgeng-absolut), maka penguasa itu cenderung menjadi 

korup, tiran, dan despotic (semena-mena dan kejam). 

2. Memelihara keamanan, maksudnya dengan kehadiran Negara, sudah selayaknya 

bisa diperoleh jaminan perlindungan Negara terhadap serangan dari luar terhadap 

kelompok, individu-individu, dan komponen yang berada dalam Negara itu 

sendiri. 

3. Ketertiban dalam Negara (Internal order). Tertib dikonstruksikan sebagai sebuah 

sistem di mana memungkinkan untuk disusun perkiraan yang layak tentang apa 

yang akan dilakukan dalam bidang sosial dan siapa yang akan melakukan. 

Didalam masyarakat yang tertib, terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab 

atas peraturan terhadap segenap petugas Negara. Terdapat pula badan-badan, 

prosedur dan usaha yang dimengerti serta diterima oleh segenap warga Negara, 

dan yang dianggap dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama. 

4. Keadilan (juctice). Kesejahteraan hanya akan terwujud dalam sistem dimana 

terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang memberikan kepada setiap 

orang yang telah disetujui dan dianggap patut. Keadilan mengumpamakan adanya 

sistem nilai dalam perhubungan individu, agar setiap orang memperoleh bagiannya 

berdasarkan nilai itu. 

5. Kebebasan (freedom), merupakan tujuan negara yang sangat essensial. Kebebasan 

disatu sisi dipahami sebagai kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat 

individu akan ekspresi, sementara kebebasan juga harus disesuaikan dengan 

gagasan kemakmuran umum. 

6. Mencapai kemakmuran material, merupakan tujuan inheren dalam bangunan 

negara karena Negara sebagai organisasi masyarakat berupaya menggalang 

pemenuhan kebutuhan material secara terstruktur melalui pemerintahannya.Dari 

tujuan mencapai kemakmuran ini melahirkan tipikal Negara yang berbeda, yaitu : 

(1) Polizei Staat, yaitu mencapai kemakmuran Negara/raja; (2) Formale 

Rechstaat, yaitu mencapai kemakmuran individu; dan (3) Material Rechstaat, 

yaitu mencapai kemakmuran rakyat (Social service- Negara kesejateraan) 

7. Mempertinggi moralitas (promotion of morality) dalam hal ini maksud pokok 

Negara adalah memelihara moral diantara rakyatnya.  
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3.3 Relasi Antara Agama dan Negara 

Menurut Nurcholish Madjid, kontroversi mengenai hubungan antara agama dan 

Negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana stigmatis. Hal ini, menurut Cak Nur 

disebabkan oleh dua, yaitu Pertama, hubungan antara agama dan Negara dalam Islam 

adalah yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia.Kedua, sepanjang 

sejarah, hubungan antara kaum Muslim dan non-Muslim Barat (Kristen Eropa) 

merupakan hubungan  yang penuh ketegangan. 
56

 

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan 

antara Islam dan ke tatanegaraan.
57

 

a. Aliran Pertamayaitu mengatakan bahwa Islam adalah Negara dan agama 

Dalam tradisi pemikiran Islam, hubungan agama dan Negara merupakan 

sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa 

dipisahkan.Agama membutuhkan Negara, demikian juga sebaliknya.
58

Agam 

dan Negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Keduanya 

merupakan dua lembaga yang menyatu. Aliran pertama berpendirian bahwa 

Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya 

menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah 

satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala 

aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran 

ini pada umumnya berpendirian bahwa : 

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula 

antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam 

bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan 

Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan 

Barat. 

2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam  yang harus diteladani adalah 

sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw, dan oleh empat 

al-Khulafa al-Rasyidin. 
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Abdul Qadim Zallum mengatakan Negara Islam berdiri diatas landasan 

akidah Islam, dan akidah Islam inilah yang menjadi asasnya.Sejak pertama kali 

ketika Rasulullah membangun sebuah pemerintahan di Madinah serta 

memimpin pemerintahan disana, beliau segera membangun kekuasaan dan 

pemerintahannya dengan landasan akidah Islam.Akidah Islamiah merupakan 

pemikiran politik, akidah termasuk pemikiran politik bahkan asas pemikiran 

politik bagi orang Islam.Agama tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat, 

tidak memisahkan antara maslahah pribadi dan maslahah kelompok.
59

 

Para teoritisi Politik Islam biasanya pertama-tama mengaitkan 

kepentingan terhadap Negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk 

sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

sendirian.Karena itu, Negara sebagai bentuk kerjasama sosial menjadi suatu 

kemestian, dengan menjadikan wahyu (agama) sebagai pedoman atau 

rujukan.Tujuannya agar manusia mencapai kebahagiaan material dan spiritual 

dunia akhirat.Didirikannya Negara untuk tujuan demikian bukan saja sebagai 

keharusan rasional, melainkan juga agama.Islam dinilai para ahli politik Islam 

sebagai agama yang sejak awal menekankan aspek solidaritas sosial karenanya 

memiliki relevansi dengan politik dan kemasyarakatan.katadin (agama ) dalam 

bahasa Arab meliputi seluruh bentuk kehidupan. Kata din, karenanya tidak 

sama dengan kata religion dalam bahasa Inggris. Din merupakan kata yang 

menunjuk pada solidaritas sesama  Muslim dan kesetiaan kepada wahyu. 

Bahkan, empat dari rukun Islam (shalat, puasa, zakat dan haji) sangat cocok 

untuk menggalakkan solidaritas kelompok dikalangan umat Islam.
60

Bahkan 

Hasan al-Banna menganggap pemerintahan adalah merupakan rukun Islam, 

dalam arti merupakan kewajiban dari beberapa kewajiban.Rukun seperti yang 

telah kita ketahui adalah hal dimana suatu bangunan berdiri 

diatasnya.Iamerupakan bagian yang termasuk hakikatnya.Jika rukun tersebut 

runtuh maka runtuhlah bangunan itu.
61
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Menurut al-Farabi, juga al-Mawardi dan Ibn Thaimiyah, sebagaiamana 

tampak dalam buku-buku politiknya, warga Negara atau masyarakat yang baik 

adalah masyarakat yang terikat oleh hukum, atau masyarakat yang tingkat 

penegakan hukumnya tertinggi dan menjunjung tinggi etika, khususnya hukum 

dan etika Islam. Bahkan Ibn Thaimiyah cenderung mengidealkan masyarakat 

yang disamping etis dan taat hukum, juga memiliki karakter critical of 

government, dengan cara melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar, walaupun 

konsep itu ditujukannya lebih pada hukum dan etika Islam, pada masyarakat 

secara umum dan termasuk pemerintah. 

Menurut Al-Maududi, ada tiga dasar keyakinan atau anggapan yang 

melandasi pikiran-pikiran Maududi tentang kenegaraan menurut Islam, yaitu:
62

 

1. Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk 

mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik 

dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. oleh karenanya 

dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan di larang meniru 

sistem Barat, cukup kembali kepada sistem Islam dengan menunjuk kepada 

pola politik semasa al-Khulafa al-Rasyidin sebagai model atau contoh 

sistem kenegaraan menurut Islam. 

2. Kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah 

pada Allah dan manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah 

tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian, maka 

tidak dapat dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat, dan sebagai pelaksana 

kedaulatan Allah umat manusia atau Negara harus tunduk kepada hukum-

hukum sebagaiamana yang tercantum dalam Al-Qur‟an dan Al-Sunnah 

Nabi, sedangkan yang dimaksudkan khalifah-khalifah Allah yang 

berwewenang melaksanakan kedaulatan Allah itu adalah (hanya) umat atau 

orang-orang laki-laki dan perempuan Islam. 

3. Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal 

batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan. 

Al-Maududi mendukung berdirinya Negara Islam secara formal.Corak 

Negara yang dimaksudkan adalah sistem kekhalifahan yang dipraktekkan oleh 
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para khalifah al-Rasyidun.Karenanya, Negara Islam dalam pandangan 

Maududi adalah Negara yang mirip dengan pemerintahan empat orang 

khalifah.
63

 Dengan demikian, sistem politik pemerintahan yang di kehendaki 

Maududi adalah sistem politik yang bercorak universal dan tidak mengenal 

batas-batas geografis bahasa dan kebangsaan, yaitu sistem pemerintahan yang 

tidak dapat dikatakan bercorak demokrasi seperti yang di kembangkan di 

Barat
64

 

b. Aliran Kedua yaitu mengatakan  bahwa Islam hanyalah agama, bukan Negara 

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, 

yang tidak ada hubungannya dengan urusan ke negaraan.Aliran ini 

berpendapat, bahwa hakikat Islam hanyalah mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhannya.Tidak ada hubungan apa-apa dengan masalah-masalah 

keduniawian, seperti urusan peperangan, urusan-urusan politik. Mereka berkata 

“Innaddina syaiun wassiyasatun syaiun akhar” agama adalah suatu hal dan 

politik adalah suatu hal yang lain.
65

Menurut aliran ini Nabi Muhammad 

hanyalah seorang Rasul  biasa seperti halnya Rasul-Rasul sebelumnya, dengan 

tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia 

dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah 

dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu Negara.  

Menurut Abid al-Jabiri, untuk mengetahui pemahaman istilah-istilah 

pemisahan agama dari Negara secara klasik adalah ;pertama, dalam sejarah 

Islam tidak terdapat perbedaan atau pemisahan antara agama dan Negara, dan 

tidak ada penguasa dalam sejarah Islam yang tidak mengatasnamakan agama. 

Kedua, dalam sejarah Islam, tidak ada instansi khusus yang menangani urusan 

agama yang terpisah dari Negara.
66

 

 Dalam Islam agama adalah urusan individu sehingga hubungan antara 

individu dan Tuhan adalah hubungan lanngsung tanpa perantara-adalah 
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memisahkan agama dari politik dalam artian menghindari fungsionalisasi 

agama untuk tujuan-tujuan politik dengan pertimbangan bahwa agama adalah 

mutlak dan permanen sedangkan politik bersifat relatif dan berubah: politik 

digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan agama 

harus diberishkan dari hal ini, jika tidak agama akan kehilangan substansi 

dan ruhnya
67

 

 Muhammad Abid al-Jabiri mengatakan lebih lanjut, Islam muncul 

dikalangan penduduk yang tidak mempunyai Negara.Kita tidak bisa 

mengklaim bahwa Nabi diawal dakwahnya bertujuan untuk mendirikan 

Negara. Tidak ada satu hadits pun yang menguatkan hal ini. Bahkan sebaliknya 

terdapat hadits mutawattir yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw 

menolak mentah-mentah tawaran yang diberikan penduduk Makkah pada awal 

dakwahnya, yaitu disuruh memilih untuk  dijadikan pemimpin mereka sebagai 

kompensasi dari meninggalkan dakwah pada agama yang baru. Hal ini 

membuktikan bahwa tujuan Nabi Muhammad saw pada awal dakwahnya 

adalah menyebarkan agama baru bukan mendirikan Negara dan penguasa. 

Begitu juga al-Qur‟an tidak menegaskan dengan surat yang jelas bahwa 

dakwah Islamiah adalah dakwah untuk mendirikan Negara, kerajaan, atau 

bahkan imperatur dan seterusnya. 

 Orang yang paling keras mengatakan bahwa agama dan Negara itu di 

pisahkan adalah Abd al-Raziq.Abd al-Raziq menyatakan bahwa menurutnya 

Nabi Muhammad saw, adalah semata-mata seorang utusan Allah untuk 

mendakwahkan agama murni tanpa maksud untuk mendirikan Negara. Nabi 

tidak mempunyai kekuasaan duniawi, Negara ataupun pemerintahan.Nabi 

tidak mendirikan kerajaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan 

kerajaan.Dia adalah Nabi semata seperti halnya para Nabi sebelumnya.Dia 

bukan Raja, bukan pendiri Negara dan tidak pula mengajak umat untuk 

mendirikan kerajaan duniawi.
68

 

 Menurut Abd al-Raziq Nabi adalah pembawa misi agama, beliau tidak 

mempunyai sebuah pemerintahan, beliau juga tidak berusaha mendirikan 
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kerajaan dalam arti politik atau semacamnya.Kekuasaan Nabi bersifat sakral 

yang di dapat dari Tuhan, dan misi Nabi Muhammad adalah semata-mata 

spiritual.
69

Menurut Abd al-Raqiz ini adalah tidak menyangkut kepemimpinan 

politik, itu hanya merupakan mandate bagi seorang Nabi bukan mandate bagi 

seroang Sultan. 

 Untuk membenarkan pendapatnya, Abd al-Raziq merujuk beberapa 

ayat suci al-Qur‟an. Abd al-Raziq percaya bahwa menurut ayat-ayat suci 

tersebut, Nabi Muhammad saw hanya seorang Rasul yang di beri amanah 

untuk menyampaikan wahyu Allah kepada rakyat dan tidak lebih dari itu.
70

 

                            

105.Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita 

gembira dan memberi peringatan.71 

                     
54. Tugas daripada Rasul ialah menyampaikan berita dengan jelas.72 

               

 
56.Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa 

kabar gembira dan pemberi peringatan. 73 

                       

          

92. katakanlah : sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanya lah salah seorang 

pemberi peringataan.74  
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 Abd al-Raziq berargumen jika Nabi Muhammad saw mempunyai 

peran-peran lain, seperti seorang pemimpin politik, maka tentunya al-Qur‟an 

akan mengumumkan. Untuk menjustifikasi pendapatnya, dia berargumen 

bahwa setiap Negara membutuhkaan suatu struktur politik yang memuat 

institusi-intstitusi dan admisnitrasi tertentu, tetapi kepemimpinan Muhammad 

tidak memiliki unsur-unsur pemerintahan yang seperti itu. 

                       

                        

         

188. katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan 

tidak pula menolak kemudharatan kecuali yang di kehendaki Allah. Dan 

sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan 

sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan di timpa kemudharatan. Aku tidak 

lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-

orang  beriman.75 

Di sinilah Ali Abd al-Raziq bermaksud membedakan antara agama dan 

politik, atau lebih tepatnya antara misi kenabian dan tindakan politik.Raziq 

memberikan argumen historis dan teologis cukup panjang untuk menunjukkan 

bahwa tindakan politik Nabi, misalnya melakukan perang, memungut pajak 

dan zakat dan bahkan jihad, tidak berkaitan atau tidak mencerminkan fungsi 

Nabi sebagai utusan Allah. Bagi Raziq, Islam adalah entitas keagamaan yang 

bertujuan membangun kesatuan masyarakat yang diikat oleh keyakinan 

bersama, melalui dakwah agama. 

Ali Abd al-Raziq tidak bermaksud mengatakan bahwa Islam sama 

sekali tidak perlu membentuk pemerintahan. Sebaliknya, Islam tidak menolak 

perlunya suatu kekuasaan politik.Di dalam al-Qur‟an menurutnya Tuhan 

menyatakan perlunya pembentukan suatu pemerintahan sebagai sarana esensial 

bagi umat Islam dalam perjuangan mereka untuk melindungi agama dan 
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menyalurkan kepentingan-kepentingannya.Tapi ini tidak berarti bahwa 

pembentukan suatu pemerintahan menjadi ajaran pokok Islam.Ini jelas sekali 

bahwa Raziq menerima keberadaan otoritas politik dalam umat Islam.Tetapi, 

Raziq jelas menolak bahwa otoritas politik merupakan tuntunan syariah atau 

bentuk organisasi politik yang wajib ada secara keagamaan.Bahkan bagi Raziq 

pemerintahan kekhalifahan Islam merupakan fenomena historis murni yang 

pada dasarnya bersifat sekuler.
76

 

 Senada dengan Abd al-Raziq, Dr Faraj Foda menyatakan bahwa sejarah 

Islam menunjukkan bukti bahwa percampuran antara agama dan politik telah 

bertanggung jawab atas kekerasan dan intoleransi dalam gerakan Islam.Negara 

agama tak dapat di terima oleh dunia modern.Negara agama yang di perintah 

oleh penguasa yang memiliki hak-hak suci (divine rights) tak di kenal dalam 

sejarah Islam kecuali di era Nabi Muhammad.
77

Pada hakekatnya, banyak 

pemikir-pemikir Barat seperti Anthony Black, mendukung pendapat yang 

mengatakan bahwa tujuan-tujuan Nabi bukan hanya membentuk identitas baru 

dengan menggantikan adat istiadat kesukuan yang kuno.
78

 

c. Aliran ketiga yaitu pandangan tengah yang mencoba mengintegrasikan 

pandangan-pandangan yang antagonistik dalam melihat hubungan antara 

agama dan persoalan kemasyarakatan. Di pihak lain, pandangan ini juga ingin 

melunakkan perspektif mekanik-holistik yang seringkali melakukan 

generalisasi, bahwa agama selalu mempunyai kaitan atau hubungan yang tak 

terpisahkan dengan maslah-masalah kemasyarakatan.
79

 

 Aliran ini mengatakan  menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu 

agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem 

ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah 

agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia 

dan Maha Pencipta-Nya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak 
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terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi  terdapatseperangkat tata nilai etika bagi 

kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran ini yang cukup 

menonjol adalah Dr. Mohammad Husein Haikal, seorang  pengarang Islam 

yang cukup terkenal dan penulis buku Hayatu Muhammaddan Fi Manzil al-

Wahyi. Menurut Haikal, di dalam Islam tidak terdapat satu sistem 

pemerintahan yang bagaimana pun asalkan sistem tersebut menjamin 

persamaan antara warga negaranya, baik hak maupun kewajiban, dan juga di 

muka hukum, dan pengelolaan urusan Negara diselenggarakan atas syura atau 

musyawarah, dengan berpegang kepada tata nilai dan etika yang diajarkan 

Islam bagi peradaban manusia. Dalam perkataan lain, menurut Haikal sistem 

pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam adalah sistem 

yang menjamin kebebasan dan berasaskan prinsip bahwa pengangkatan kepala 

Negara dan kebijaksanaannya harus sepersetujuan rakyat, bahwa rakyat berhak 

mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan meminta pertanggung jawaban.
80

 

Secara garis besar, aliran ini berpendapat bahwa agama dan persoalan-

persoalan kemasyarakatan merupakan wilayah yang berbeda. Tapi, karena 

imbasan nilai-nilai agama dalam persoalan-persoalan masyarakat dapat 

terwujud dalam bentuk yang tidak mekanik-holistik dan institusioanal, di 

dalam realitas sulit ditemukan bukti-bukti yang tegas (brute facts) bahwa 

antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali.
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